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Abstrak
 

Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan selain memberikan manfaat berupa

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga berakibat adanya kesenjangan dan ketimpangan, baik kesenjangan

antar daerah, antar penduduk antar desa dan kota serta antar desa. Selain dari pada itu penyebab lain adanya

kesenjangan tersebut adalah karena adanya pola pembangunan yang selama ini dilaksanakan yaitu bersifat

sentralistik. Pembangunan yang sentralistik tersebut mengabaikan pemberdayaan masyarakat dan

sumberdaya lokal. Pemerintah menyadari hal tersebut sehingga diluncurkanlah berbagai program untuk

mengatasinya. Berbagai upaya yang dilaksanakan baik secara sektoral maupun regional belum mampu

sepenuhnya mewujudkan keseimbangan tersebut. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah

dari tahun 1999-2001 jumlah desa tertinggal tetap tidak berubah yaitu 63 desa dan jumlah penduduk miskin

dari tahun 1999-2001 bertambah, berdasarkan data BKKBN KK miskin tahun 1999 sebanyak 135.015 KK

dan tahun 2000 bertambah 138.366 KK dan tahun 2001 bertambah lagi menjadi 150.125 KK. Berbagai

upaya telah dilaksanakan namun program tersebut belum menampakan hasil yang berarti.

 

Untuk itu diperlukan adanya suatu program penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat

yang menyentuh langsung masyarakat miskin. Salah satu program yang telah dilaksanakan di Kabupaten

Lampung Tengah adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program PPK di Kabupaten Lampung

Tengah telah dilaksanakan selama 3 tahun yaitu pada fase I, berhasil tidaknya suatu program ditentukan oleh

tercapai tidaknya suatu tujuan.

 

Penelitian ini bertujuan untuk: a. untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan PPK di Lokasi Penelitian

b. untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan PPK mulai dari

perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelestarian. c. untuk mengetahui bagaimana peran pendamping

dalam program PPK d. untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terutama pemerintah daerah dalam

pelaksanaan program PPK.

 

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan lokasi Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung

Tengah dan data yang diambil adalah data primer dan data sekunder yang dianalisa dengan analisa deskriptif

kemudian hasil analisa program PPK dijadikan dasar untuk mengkaji Kebijakan pemberdayaan masyarakat

di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan persepsi responden expert yang mengerti

permasalahan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Analisa kebijakan tersebut

menggunakan metode Analisis Hirarki proses (AHP).

 

Secara umum pelaksanaan program PPK di Kabupaten Lampung Tengah terutama di Kecamatan Seputih

Surabaya berjalan dengan baik. Program PPK berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses
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pembangunan. Program PPK berhasil menciptakan proses demokrasi bagi masyarakat untuk turut serta

menentukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu Program PPK juga

berhasil mengaktifkan aparat kecamatan dan desa serta lembaga-lembaga desa dalam memfasilitasi dan

melaksanakan pembangunan di pedesaan. Disamping itu program PPK juga berhasil menghadirkan

infrastruktur desa dan berkembangnnya usaha ekonomi produktif di pedesaan.

 

Akan tetapi partisipasi masyarakat tersebut hanya terlihat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program,

sedangkan pada tahap pelestarian dan pemeliharaan sudah berkurang terutama untuk kegiatan pembangunan

sarana dan prasarana, sedangkan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif cukup baik, akan tetapi sasaran

yang hendak dicapai yaitu penduduk miskin kurang dapat dicapai, karena kegiatan Usaha Ekonomi

Produktif hanya mencapai masyarakat miskin yang sudah punya usaha, sedangkan masyarakat yang benar-

benar miskin dan tidak berdaya kurang bisa disentuh. Sementara itu kegiatan pendampingan behasil

membantu aparat kecamatan dan aparat desa serta lembaga desa dalam melaksanakan program, akan tetapi

pelaksanaan pendampingan ini tidak dilaksanakan lagi pasca program, sedangkan pendampingan masih

diperlukan sampai adanya kemandirian masyarakat desa. Akibatnya kegiatan pemeliharaan dan pelestarian

berjalan tidak begitu baik. Peran pemerintah dalam pelaksanaan program PPK tidak begitu dominan lagi.

Berkurangnya peran pemerintah ini memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan PPK. akan tetapi

peran pemerintah tersebut masih diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan tetapi tidak boleh

dominan.

 

Hasil analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan

persepsi responden expert dan dianalisa denga metode AHP adalah sebagai berikut:

Hasil analisa menunjukan untuk mencapai hasil tercapainya kebijakan pemberdayaan masyarakat yang

optimal kriteria partisipasi masyarakat yang tinggi mempunyai bobot paling tinggi dan diikuti oleh

tercapainya sasaran dan pengelolaan program yang baik. Sedangkan aktor atau pelaku yang berpengaruh

terhadap tercapainya tujuan tersebut adalah oenduduk miskin yang merupakan kelompok sasaran

mempunyai bobot paling tinggi kemudian, pendamping dan LKMD yang merupakan pelaksana serta

masyarakat umum dan pemerintah menempati urutan terakhir. Sedangkan kegiatan yang harus dilaksanakan

dalam program pemberdayaan adalah kedua kegiatan yaitu pembangunan sarana prasarana dan bantuan

modal usaha yang dianalisis mempunyai bobot yang hampir sama dimana bantuan modal usaha mempunyai

bobot lebih tinggi sedikit. Kedua kegiatan tersebut layak untuk dilaksanakan. Hasil yang diharapkan dan

program Pemberdayaan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat miskin, urutan kedua adanya

penyerapan tenaga kerja kemudian adanya kemandirian masyarakat desa serta yang terakhir adalah

terbukanya akses ekonomi dipedesaan.


